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Penyaluran DID
Diperketat

B Hapus Ketentuan n Alokasi Minir

JAKARTA, TRIBUN - Peme-
rintah memperketat penya-
luran dana insentif daerah
(DID) mulai tahun depan.
Salah satunya, mengubah
ketentuan melalui pengha-
pusan alokasi minimum pe-
nyaluran dana transfer dae-
rah tersebut.

Berdasarkan kesepakat-
an antara pemerintah dan
Badan Anggaran (Banggar)
DPR, pagu anggaran DID
dalam postur sementara
RAPBN 2018 sebesar Rp 8,5
triliun. Jumlah itu naik Rp 1
triliun dibandingkan alokasi
dalam APBN-P 2017.

Direktur Jenderal (Dir-
jen) Perimbangan Keuang-
an Kementerian Keuangan
(Kemenkeu) Boediarso Te-
guh Widodo mengatakan,
ada tiga hal dalam Kkriteria
umum yang menjadi penen-
tu kelayakan daerah peneri-
ma DID tahun. :

Pertama, mendapatkan
opini minimal wajar tanpa
pengecualian atas  Lapor-
an Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) dari Ba-
dan Pemeriksa Keuangan
(BPK) dari aturan saat ini
minimum wajar dengan pe-
ngecualian (WDP). Kedua,
ketepatan waktu dalam me-
netapkan Peraturan Daerah
(Perda) mengenai APBD. Ke-
tiga, penggunaan e-procure-
ment.

banyak daerah
yang mengejar
WTP dengan
berbagai cara.
Termasuk dengan

menyuap auditor
BPK

Boediarso Teguh Widodo
Dirjen Perimbangan Keuangan
Kemenkeu

Namun lanjut Boediarso,
tahun depan Menteri Keu-
angan Sri Mulyani Indrawati
memutuskan untuk meng-
hapus ketentuan pengaloka-
sian minimum DID ke dae-
rah. Selama ini, daerah yang
mendapatkan opini WTP
atas LKPD dari BPK dan te-
pat waktu dalam menetap-
kan Perda APBD mendapat-
kan minimal DID sebesar Rp
7,5 miliar.

Penghapusan itu dilaku-
kan karena ini mendorong
daerah berlomba-lomba
mendapat WTP. “Saya tidak
tutup mata kalau banyak
daerah yang mengejar WTP
dengan berbagai cara. Ter-
masuk dengan menyuap au-

ditor BPK,” kata Boediarso
belum lama ini.

Pihaknya mencatat da-
erah yang mendapatkan
opini WTP tahun 2016 dari
BPK atas LKPD-nya menca-
pai 378 daerah. Jumlah itu
terdiri dari 31 provinsi, 275
kabupaten, dan 72 kota. “Ini
yang eligible untuk menda-
patkan DID,” tambahnya.

Sementara itu, jumlah
daerah yang tepat waktu
dalam menetapkan Perda
APDB-nya sebanyak 435
daerah, yang terdiri dari 25
provinsi, 335 kabupaten,
dan 75 kota. Sedangkan da-
erah yang telah mengguna-
kan e-procurement adalah
sebanyak 535 daerah.

Boediarso menyebut, hasil
evaluasi pihaknya, jumlah
daerah yang benar-benar
memenubhi ketiga persyarat-
an tersebut sebanyak 291
daerah, yang terdiri dari 21
provinsi, 211 kabupaten,
dan 59 kota.

Ke depan kemungkinan
pemerintah akan lebih mem-
perberat ketentuan kelayak-
an daerah yang menerima
daerah. Misalnya, dengan
mensyaratkan opini WTP
dari BPK atas LKPD selama
tiga tahun berturut-turut.

i

Selain kategori umum,
pemerintah juga mensya-
ratkan kategori kinerja yang
terdiri dari 10 jenis kategori,
dari aturan tahun ini yang
hanya satu jenis kategori
kinerja. Boediarso bilang,
daerah yang paling banyak
memenangkan kategori itu
akan mendapatkan DID
tambahan.

Untuk karegori provin-
si, pemerintah mengambil
tiga terbaik dengan terbaik
pertama hingga ketiga ma-
sing-masing mendapatkan
tambahan DID sebesar Rp 25
miliar, Rp 20 miliar, dan Rp
15 miliar. Untuk kabupaten,
pemerintah akan mengambil
lima kabupaten tebaik, de-
ngan terbaik pertama hingga

kelima masing-masing sebe-
sar Rp 25 miliar, Rp 20 mi-
liar, dan Rp 15 miliar, Rp 10
miliar, dan Rp 5 miliar.

Sedangkan kabupaten,
pemerintah akan mengam-
bil 10 kabupaten terbaik, de-|
ngan terbaik pertama hingga
keempat sama dengan ka-
bupaten, dan kelima hingga
kesepulun masing- masing
Rp 5 miliar. (kontan)
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